Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi
dibidang pendidikan, Pemerintah kabupaten berwenang
dalam penyelenggaraan pendidikan;

bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan
dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan,
mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman
pada program pemba ngunan nasional;

bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewu
judkan masyarakat belajar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan
pendidikan;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pemben
tukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 16355);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); '




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lémbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda
haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah telah
beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordi
nasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendi
dikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3411);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidik an Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3412); _
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidik an Menengah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang
Pendidik an Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 34 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3484),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang
Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3485);

Perasturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAZRAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Bupati adalah Bupati Gianyar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

_ Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Gianyar sebagai
lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia
industri, dunia usaha dan pakar pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup di masa sekarang dan
yang akan datang.

Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia
yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan.

Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk
mewujudkan visi pendidikan.

Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan
yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut
jenis, jenjang kekhususannya.

10.Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

11.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12.Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan,

pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan
lembaga pendidikan luar sekolah.




13.Pendidikan prasekolah adalah pendidikan usia dini untuk membantu
perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga
sebelum memasuki pendidikan dasar.

14 Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan
yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah {MI) atau
bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

15.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar
yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK),
atau bentuk lain yang sederajat.

16.Pendidikan luar sekclah adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar
jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
dalam bentuk lembaga kursus; lembaga pelatithan; kelompok belajar paket A,
B, C; pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang sejenisnya.

17.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan baltat
istimewa,

18.Pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan yang memberikan layanan
pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti
pendidikan secara tatap muka atau reguler yang didukung oleh sarana dan
layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai
dengan standar nasional pendidikan.

19.Pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan
diselenggarakan oleh pihak asing yang berkedudukan di wilayah Kabupaten
Gianyar.

20.Supervisor pendidikan adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai
pengendali mutu pendidikan,

21.Komite Sekolah/Madrasah adalal: lembaga yang dibentuk dan diangkat dari
unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar
pendidikan yang peduli di satuan pendidikan.

22.Kurikulum Nasional adalah seperangkat rencana, strategi, program,
pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan
dan berlaku secara nasional.

23.Kurikulim Lokal adalah seperangkat rencana, strategi, program, pengalaman
belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar
khusus masyarakat Kabupaten Gianyar.

24.Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistematik
pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan manfaat
pendidikan.




25.Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang didirikan oleh
pemerintah atau masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan
publik dalam bidang pendidikan. -

26.Badan Akreditasi Sekolah selanjutnya disingkat BAS adalah lembaga
independen yang Dbertugas melakukan penilaian kinerja satuan
pendidikan/persekolahan atas permintaan satuan pendidikan/ perseko lahan
yang bersangkutan.

27.Peserta didik warga kabupaten adalah siswa dan atau warga belajar yang
resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar.

28.Peserta didik warga kabupaten sementara adalah siswa dan atau warga
belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di
Kabupaten Gianyar.

29.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang mempunyai anggota.

30.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang
mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.

31.Keluarga adalah unit sosial terkecil yang mempunyai perhatian dan peranan
di bidang pendidikan.
BAB 11
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi pendidikan Kabupaten Gianyar adalah terwujudnya sistem dan iklim
pendidikan di Kabupaten Gianyar yang demokratis dan bermutu berdasarkan pada
budaya daerah dan Tri Hita Karana.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gianyar mempunyai misi untuk :

1.

meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan, cinta kepada lingkungan dan cinta
kepada sesama;

mengupayakan pemerataan pendidikan;
meningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; dan

memantapkan pelaksanaan manajemen dalam pengelolaan pendidikan,;




Pasal 4
Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gianyar bertujuan:

1. tersedianya peserta didik yang mandiri dan mampu berkompetisi di pasar kerja;

2. tersedianya peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya;

3. berkembangnya pembelajaran berbasiskan budaya lokal yang meliputi
pembinaan seni budaya, kepurbakalaan, pelestarian cagar alam dan budaya
daerah;

4. tertampungnya anak usia sekolah pacl“a jenjang, jalur dan jenis pendidikan;

5. terpenuhinya tenaga pendidikan dan icependidikan;

6. terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan;

7. pemutakhiran data dan informasi pendidikan;

8. peningkatan pemahaman tentang pembelajaran berperspektif gender;

9. pembudayaan pengambilan keputusan yang demokratis;

10.terciptanya kerja-kemitraan dengan Dunia usaha/industri (Dudi);

11 .pemanfaatan sumber belgjar di masyarakat;

12.peningkatan pemahaman Undang Undang Perlindungan Hak Anak; dan

13.peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK WARGA KABUPATEN,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1) Setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu.

(3) Warga kabupaten yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(4) Warga kabupaten yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan dan perlakuan khusus dari pemerintah daerah.

(5) Setiap warga kabupaten berhak mendapat kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.




Pasal 6

(1) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan
dasar formal dan non formal kepada anaknya.

{2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggungjawab
dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan
kebutuhan.

(3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

(4) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perken;bangan pendidikan anaknya.

(5) Orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi.

Pasal 7

(1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikarn.

(2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar

{3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 8

(1) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pemerintah kabupaten menjamin terlaksananya masyarakat belajar.

(3) Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa
diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

{4) Pemerintah kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima
belas tahun. :

(5} Pemerintah kabupaten wajib memberikan bantuan dan pengawasan terha dap
pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.

(6) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis
dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.




(7) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan
formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha
meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan, serta memperbaiki kuantitas dan kualitas sarana-prasarana
pendidikan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang
dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas Taman Kanak-kanak, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,
vokasional, keagamaan dan pendidikan khusus.

(4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem
terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

(5) Jalur, jenjang , dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan
pendidikan yang diselenggarakan o'csh pemerintah, dan/atau masyarakat.

Pasal 10

(1) Taman Kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan dasar.

(2) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah.

(3) Pendidikan dasar dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah
(M]) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari
pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan,

(5} Pendidikan menengah dapat berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA}, Madrasah
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan
{(MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
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(6) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan
doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 11

(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penam bah,
dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan
sepanjang hayat.

(2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan
penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.

(3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan mental kerohanian, kecakapan
hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan
dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan,
kelompok belajar paket A, paket B dan paket C, pusat kegiatan belajar
masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga
yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan.

(6) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan
pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha
meningkatkan mutu kelulusannya.

Pasal 12

(1) Pendidikan informal kegiatannya dilakukan oleh peserta didik bersama dengan
keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan
pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai
dengan standar nasional pendidikan.

(3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan
fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang hanya dengan
pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib belajar.

(4) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




